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TENTANG

PEMBER..IA.N‘IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN MAJELIS PERGURUAN

"TAMAN SISWA CABANG BEKASI JL. SELECTA RAYA NO. 2 PERUM BUMI BEKASI BARL,

; EK ENYELENGGARAKAN SMI TAMAN SISWA,
KEC. RAWALUMBU KOTA BEKASI UNTUK MENY ELF:. ‘ SMK ¥ W,
DENGAN. KOMPETENS] KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN DAN TEKNIK

"KOMPUTER DAN JARINGAN DI JL. SELECTA RAYA NO. 2 PERUM BUMI BEKASI BARU,

KEC. RAWALUMBU KOTA BEKASI. MULAI TAHUN PELAJARAN 2009/2010.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

" Mcmbaca neal

Menimbang Y

Mengingat GR ] Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan. Kotamadya

" diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tenta

Surat permohonan dari Yayasan Perguruan Taman Siswa C_abang Bekasi
Nomor : Cab. 469/TSB/I0Z/SH-SW/1/2009 tanggal 21 Januari 2009 perihal
Permohonan Izin Operasional SMK Taman Siswa di JI. Selecta Raya No. 2
Perum Bumi Bekasi Baru Kec. Rawalumbu Kota Bekasi.

Rekomendasi dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kot
Bekasi Nomor : 421.3/12-BPPT/III/2009 tanggal i2 Maret 2009

tentang Pemberian Izin Operasional SMK Taman Siswa.

bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyaraka: dan
pemerintah; : : :

bahwa untuk membantu. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Perguruan’iTaman Siswa
Cabang Bekasi telah mengusahakan didirikannya SMK Taman Siswa di
" Kota Bekasi. .

bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukain sckolah ale’
yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;

bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan ¢ tersebut di atas dal2m rangka
pemberian izin operasional SMK Taman Siswa kepada Yayasan Peruuruan
Taman Siswa Cabang 3ekasi perlu ditetapkan dalam Kepuiusan Kepala
Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

-Daerah Tingkat 11 Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663);
‘Urdang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
‘Nomor 4301); 3 " 2
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Y‘a_\'as;m;
Undang-Undang Nosnor 32 tahun 2004 ientang Pemerintahan — Dacrah
tL¢111buran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambalan
Lembaran Negara Repuslik Indonesia Nomor 4437) sebaguimana telah
' U / ng Penctapan
Peraturan Pemcrintah Penggant Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
feritang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 :cmzm;
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara ch\‘nbtii

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambaha nbar: i
Indonesia Nomor 4548): ' han Lemjbaran N(.i,qr‘. Republik
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Pératuran Pemerintah Nomor 29 Tahun 199C rentang Pendidikun Menengan
(Lembaran Negara Repuolik Indonesia Tahui 1990 ':‘\'01\101"375 Tambalmi]
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3413) scbagaimuna tzlah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor $6 Tahun 1998 (Lcm‘baran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambaher Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3764); = C
6.~ Peraturan Pemerintah Nonior 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasxoxlm.
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4462);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi-‘Nomor § Tahun 2007 tentang
Renyelenggaraan-Pendidikan di Kota Bekasi; .
8. Perawran Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Dac-ah
Kota Bekasi (Lembaran Dacrah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D):

“n

~§.+ Peraturan Daerah Kota Eekasi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembertukan

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

I. Keputusan Menteri Pendidikan Masional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002
tentang Pedoman Pendirian Sekelah; S S

2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep.83-Hopenv/200! tentang
pendelegasian wewenang penandatanganan surat izin atau surat berharga
lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemcrintah Kota Bekasi:

3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Tata cara
Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota
Bekasi; : =

4 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomior : 42i/638-

Dikmer/il/2009 Tanggal 25 Februari 2009 tentang pembentukan Tim Studi
Kelayakan Izin Operasional Pendirian Sekolah dan Pembukaan Program
Keahlian Sekolah Menenzah Kejuruan (SMK) Kota Bekasi Tahun 2009:

5. Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada SMK Taman Siswa pada tanggal

23 Juni 2009 :
MEMUTUSKAN

Pemberian izin operasional kepada Yayasaan Pergurudn . Taman Siswa Cabang
Bekasi untuk menyelenggarakan SMIC Taman Siswa -dengun kompetensi keahlian
Teknik Kendaraaan Ring:.n dan Teknik Komputer dan Jaringan di JI. Selecta
Raya No. 2 Perum Bumi Bekasi Baru Kec, Rawalumbu Kota Bekagi, Berdasarkan
Akta Notaris Nomor 124 Tanggal 26 Februari 1991 tentang Yayasan Pcrgurtan

- Taman Siswa Cabang Bekasi; :

Pemberiap izin tersebut pada diktum KESATU keputusan iri berlaku sepanjany
mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib-memberikan laporan keadaan

_ sckolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;

Hal-hal yang termyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur
dalam ketentuan tersendiri: .

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apdbila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
seperlunya. . ;
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